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LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP 
NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  

 
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN 

 
A. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden 
 

No. Tahapan Pelaksana Keterangan 
1. Pengajuan 

rancangan 
peraturan 
pemerintah (RPP)/ 
rancangan 
peraturan presiden 
(RPerpres) dalam 
program 
penyusunan 
RPP/RPerpres 

Menteri Negara 
Lingkungan 
Hidup (Menteri 
Negara LH) 

Pengajuan disampaikan 
kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
(Menkumham) 

2. Pengajuan izin 
penyusunan 
RPP/RPerpres ke 
presiden  

Menteri Negara 
LH 

Pokok-pokok pengaturan 
RPP/RPerpres 

3. Penyusunan 
RPP/RPerpres 

Unit Pengusul Sesuai UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan 

4. Penyampaian 
RPP/RPerpres 
Kepada Kepala Biro 
Hukum  

Unit Pengusul Memorandum penyampaian 
RPP/RPerpres 

5. Pembentukan 
panitia 
antarkementerian 

Menteri Negara 
LH 

1. Surat berisi permintaan 
keanggotaan panitia 
antarkementerian. 

2. Ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Menteri 
Negara LH paling lama 30 
hari sejak tanggal surat 
permintaan keanggotaan 
PAK. 

3. Kepala Biro Hukum dan 
Humas secara fungsional 
bertindak sebagai 
sekretaris panitia 
antarkementerian. 
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No. Tahapan Pelaksana Keterangan 
6. Meminta masukan 

kepada masyarakat  
Kepala Biro 
Hukum  

1. Penyebarluasan 
RPP/RPerpres melalui 
pemuatan dalam Website 

2. Pertemuan dengan 
pemangku kepentingan 
guna menampung 
masukan 

3. Masukan digunakan 
untuk penyempurnaan 
RPP/RPerpres 

4. Penyempurnaan 
masukan dilakukan oleh 
Tim Kecil 

7. Pembahasan 
Antarkementerian 
(PAK) 

Kepala Biro 
Hukum  

1. Setiap PAK sah apabila 
dihadiri oleh Wakil dari 
Menkumham dan 
Sekretariat Negara 

8. Penyampaian 
RPP/RPerpres 
kepada 
Menkumham untuk 
proses harmonisasi 

Kepala Biro 
Hukum 

1. Mengirimkan surat dari 
Menteri Negara LH ke 
Menkumham 

2. Menyampaikan 
RPP/RPerpres final 
sebagai lampiran 

9. Harmonisasi  Direktur 
Harmonisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan, 
Menkumham 

1. Pertemuan dengan 
sektor terkait 

2. MenKumham 
mengirimkan surat 
kepada Menteri Negara 
LH bahwa proses 
Harmonisasi telah selesai 

10. Permohonan 
persetujuan 
Presiden   

Menkumham  Mengirimkan Surat 
permohonan persetujuan 
RPP/RPerpres kepada 
presiden melalui Sekretariat 
Negara dengan melampirkan 
RPP/RPerpres yang telah 
diharmonisasi 

11. Klarifikasi terhadap 
RPP/RPerpres 

- Kementerian 
Sekretariat 
Negara (untuk 
RPP) 

- Kementerian 
Sekretariat 
Kabinet (untuk 
RPerpres) 

Jika diperlukan  

12. Paraf persetujuan 
dari 
Menteri/Pimpinan 

Biro Hukum dan 
Humas 

Pengiriman surat MenLH ke 
Menteri/Pimpinan lembaga 
terkait 
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